BAB IlI

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Setelah Indonesia memasuki
masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi daerah dan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem desetralisasi muncul melalui sidang MPR tahun 1998 yang dituangkan
dalam Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, pemerintah telah
mengesahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di dalam
Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, kembali ditetapkan oleh MPR
rekomendasi kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah melalui Ketetapan MPR No. [V/MPR/2000 tentang

Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelengaraan Otonomi Daerah.

8sarman dkk,Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),
Cet. ke-1, h. 10.
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Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun mejelaskan bahwa
pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pmerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daalam
sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.
Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni
autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang.
Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving),
namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain
mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya
mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot
memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding
(menjalankan rumah tangganya sendiri)™.

Di dalam otonomi, hubungan antara pusat dan daerah, antara lain
bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan
atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini

akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

Ni’matul Huda hukum pemerinthan daerah (Bandung, Nusa Media, 2009) cetakan ke-
1., hal 93
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Digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: pertama, urusan-urusan
rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya
diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan
pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom
kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem
hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal
seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan
membatasi ruang gerak otonomi daerah®.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan
pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali
yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih
apabila dikaitkan dengan paham negara Kkesejahteraan, urusan
pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.

Prinsip urusan rumah tangga daerah diatas, beserta
kecenerungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi
pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian
urusan pemerintahan dalam negara federal. Prinsip residual power pada
negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi.
Pertama, ada negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara
kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan yang selebihnya

atau residu menjadi urusan federal. Kedua, terjadi proses sentralisasi pada

Dbid., h. 83
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negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan
pada negara bagiann bergeser menjadi urusan federal®’,

Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara
otonomi dan federal diatas menjadi suatu titik temu persamaan antara
sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan
demikian dapat disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara
wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi
dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara
membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan
pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan
pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang
dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka
penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang
ditentukan  pemerintah  pusat. Dilihat dari substansi (materi)
penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem
rumah tangga (huishuuoding) otonomi daerah yang diadopsi.

Di kalangan para sarjana, istilan yang diberikan terhadap
pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi

ternyata tidak sama. R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan

Zbid., h. 84
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mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem
rumah tangga daerah”. Josef Riwu Kaho memberi istilah “sistem”. Moh.
Mahfud MD, memakai istilah “asas otonomi”. Meskipun istilah yang
dipergunakan berbeda-beda, mereka berpijak pada pengertian yang sama
bahwa jaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang
berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan
daerah®.

Desentralisasi

Desentralisai adalah suatu istilah dan selalu menyangkut persoalan
kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendegelasian atau
penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah
atau kepada lembaga-lembaga pemerintah didaerah untuk menjalankan
urusan-urusan pemerintahan di darah. Dalam encyclopedia of the social
sciences, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah,
baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.
Dalam encyclopedia tersebut dikemukakan bahwa desenratralisasi adalah
kebalikan sentralisasi, tetapi jangan dkacaukan dengan pengertian
dekonsentrasi, sebab istilah ini secara umum lebih diartikan dengan

pengertian pendelegasian dari atasan kepada bawahannya untuk

21bid., h. 84-85
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melakukan suatu tindakan atas nama atsannya tanpa melepaskan
wewenang dan tanggung jawabnya.?®

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (8),
desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan
demikian wewenang pemerintahan tersbut adalah wewenang yang
diberikan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintah derah hanya
melaksanakan wewenang yng diberri oleh pemerintah pusat sesuai dengan
aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas,
nyata, dan bertanggung jawab.

Tujuan utama desentralisasi adalah:

1. Tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik
ditingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional,

2. Tujuan ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa
pembangunan akan dilakukan secara efektif dan efisien di daerah-
daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional

Dekonsentrasi

Definisi dari dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang
diberikan oleh pemerintah pusat atau keala wilayah kepada instansi
vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah, yang

meliputi:

2% Utang Rosidin op.cit h 86-87
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1. Pelimpahan weenang dari aparatur pemerintah yangg lebih tinggi
tingkatnya kepada aparatur lain dalam satu lingkaran pemerintahan
disebut dekonsentrasi horizontal

2. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dai suatu aparatur
pemerintah yang lebih tinggi tingkatanya kepada aparratur lain dalam
tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut dekonsentrasi
vertikal

3. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah-wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah
provinsi dan ibukota negara. Wiayah provinsi dibagi kedalam wilayah-
wilayah kabupaten dan kota. Kemudian, kabupaten dan kota dibagi
kedalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dkonsentrasi semacam ini
disebut dengan dekonsentrasi teritorial.

Suatu hal yang esensial dalam pelaksanaan dekonsentrasi adalah
urusan dan wewenang yangdilimpahkan ini sepenuhnya menjadi urusan
kewenangan pemerintah pusat, sedangkan yang dilimpahi itu seemata-
mata hanya menjaddi pelaksana saja.**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (9) menjelaskan
makna dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan
yanng menjadi kewenangan pmerintah pusat kepada gubernnur seebagai
wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan
atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab

urusan pemerintahan umum.

2 |bid, h 88-89
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Dengan demikian dekonsentrasi merupakan tanggung jawab
pemerintah pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi, hanya diberi
wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah. Oleh karena itu, gubernur selain pelaksana desentralisasi, juga
melaksanakan asas dekonsentrasi.

. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dala
melaksanakan urusan pemerinthan yang dtugaskan kepada pemerintah
daerah oleh pemeriintah atau pemerintah daerah tingkat atassnya, dengan
keewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Urusan
yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah
atau provinsi. Pemerintah atau provinsi yang menugaskan ini menyusun
rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya,
sedangkan daerah yang ditugasi sekedar melaksanakannya, tapi wajib
untuk mempertanggung jawabkan pelkasanaan tugas itu.?

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (11)
tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

2 |bid, 89
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Berdasarkan hal tersebut hakikat tugas pembantuan adalah sebagai

berikut:

1. Tugas pembantuan adalah tugas membantu menjalankan urusan

pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat
operasional

Urusan pemerintahan yang dapat ditugasbantukan adalah yang menjadi
kewenangan dari instansi yang menugaskannya

Kewenangan yang dapat ditugasbantukan adalah kewenangan yang
bersifat atributuf, sedangkat kewenangan yang bersifat delegatif tidak
ditugasbantukan kepada institusi lain.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugasbantukan tetap menjadi
kewenangan dari instansi yang menugaskannya

Kebijakan, strategi, pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia disediakan oleh institusi yang menuugaskannya

Kegiattan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi
penugasan, susuai dengan situasi, kondisi, serta kemampuannya

Institusi yan dtugaskan wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan
urusan pemerintahan yang dkerjakannya kepada institusi yang
menugaskan.

Menurut Peraturan Pemeriintah  Nomor 52 tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan maksud dan tujuan adanya tugas

pembantuan adalah:

1. Meningkatkan efiesensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan, serta pelayanan umum.
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Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta

membantu pembangunan pembangunan bagi daerah dan desa.?

C. Camat Dan Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah

perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf

f, sebagai berikut:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a.

b.

C.

Sekretariat daerah;
Sekretariat DPRD;
Inspektorat;

Dinas;

Badan; dan
Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014

sebagai berikut :

1.

Daerah  kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam  rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

26 |bid, h 90
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3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang

telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD

kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan

kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk

mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemrintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat

sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan

semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus

memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan

masyarakat Desa/Kelurahan.

Camat mempunyai tugas yang harus dijalankan dalam memimpin

kecamatan yang diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

a.

menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6);

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengoordinasikan  upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
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g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit Kkerja
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan
tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada
yang menugasi.

3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan
wewenang, hal ini atur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai
berikut :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat
(1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali
kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.

2. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai
dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada

Kecamatan yang bersangkutan.
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3. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada
peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/walikota kepada Camat
misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan
pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas
diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal
226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah,
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda
tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat
persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri
melelui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No.23 Tahun
2014:

1. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan
administratif.

2. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jumlah penduduk minimal,

b. Luas wilayah minimal;
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c. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
d. Usia minimal Kecamatan.
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kemampuan keuangan Daerah;
b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundangundangan.

4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi
kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan

b. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi
kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Diatur pada Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota
melalui sekretaris Daerah.

2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang
menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada

penjelasan pasal 224 UU No. 23 Th 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud
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dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan
ijjazah  diploma /sarjana  pemerintahan atau  sertifikat  profesi

kepamongprajaan.?’

. Pengertian Infrastrur

Infrastruktur adalah seluruh fasilitas yang dibangun oleh pemerintah
untuk menopang kegiatan masyarakat seperti jalan. Sebenarnya, masih banyak
lagi contoh dari infrastruktur tersebut seperti kereta api, bandara, air bersih
dan fasilitas-fasilitas fisik yang lain. Namun dikarenakan dalam penelitian ini
penulis hanya membahas mengenai jalan saja, maka penulis akan menjelaskan
mengenai pengertian jalan sesuai dengan fungsinya.

Dalam undang undang nomor 38 tahun 2004 tentang ayat 1 dan 4 jalan
merupakan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau
air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan
kabel.

Menurut fungsinya jalan terbagi:
a. Jalan primer
Menghubungkan simpul simpul jasa distribusi dalam satuan
wilayah pembangunan menghubungkan secara menerus kota jenjang satu,

kota jenjang kedua, kota jenjang dibawahnya sampai kepersil.

2" peraturan pemerintan nomor 19 tahun 2008
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Meghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu anatar
satuan wilayah pengembangan

b. Jalan sekunder

Menghubungkan kawasan kawasan yang mempunyai fungsi
primer, fungsi sekunder kedua fungsi sekunder ketiga dan seterusnya
sampai.

Menurut kelas jalan terbagi atas :

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan
angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada kebutuhan
transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan memprtimbangkan
karakteristik masing masing moda, perkembbangan teknologi kendaraan
bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta kontruksi jalan.
Adapun keas kelas jalan tersbut terdiri dari :

a. Jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter,
ukuran panjang tidak melibihi 18.000 milimeter, dan dan muatan sumbu
terberat yang diijinkan lebih besar dari 10 ton.

b. Jalan kelas Il, yaitu jalan ateri yang dapat dilaluikendaraan bermotor
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran
panjang tidak melebihi ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm dan
muatan teeberat yang diijinkan 10 tonng dapat

c. Jalan kelass Il A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui

kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi



43

2.500 mm, dan panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan terberat
yang diijinkan 8 ton.

. Jalan kelas Ill B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melibihi 2.500 mm,
dan panjang tidak melebihi 12.000 mm, dan dengan muatan terberat
diijinkan 8 ton

. Jalan kelas Ill C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor
termasuk muatan dengan ukuran tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang
tidak melebihi 9.000 mm dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8

ton. 8

28 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tantang jalan



